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A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya secara matrial maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang
lain. Dalam berinteraksi manusi tidak jarang melakukan ikatan atau perjanjian
kepada sesama manusia.

Ikatan atau dalam bahasa Arab disebut Akad adalah ikatan antara
beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun
abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi, atau dapat diartikan berniat,
berjanji atau bertekad melakukan sesuatu yang telah dikomitmenkan.

Dalam Islam, ada beberapa bentuk perikatan untuk memindahkan
hak milik dari seseorang kepada orang lain, baik pemindahan hak milik yang
bersifat sementara maupun selamanya, seperti jual-beli, waris, wasiat
shadagoh, hadiah, hibah dan lain-lain.

Suatu ikatan atau perikatan adalah dua orang atau dua pihak saling
berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing
orang atau pihak itu mengikatkan diri kepada yang lain untuk melakukan atau
memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain, antara
keduanya tercipta suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat
janji. lkatan tersebut berwujud adanya hak dan kewajiban yang harus

dipenuhi oleh masing-masing pihak.*

! Syamsul Anwar, Hukum perjanjian Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) 43.



Perjanjian dalam Islam menjadi hal yang harus dipatuhi, hal ini
dikarenakan pada hakikatnya kehidupan setiap manusia diawali dengan
perjanjian dengan-Nya untuk kemudian bersedia hidup bertanggungjawab
sebagai abdullah dan khalifah dimuka bumi ini. Selain itu, hal tersebut
diperkuat dengan firman-firman Allah yang menjelaskan tentang hakikat dari
suatu perjanjian dalam Islam, disebutkan dalam al quran al-Maidah ayat 1
“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji”? juga dalam al-
Isra’ ayat 34" Dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta
pertanggungjawabannya. 3

Berdasarkan landasan-landasan inilah perjanjian dalam Islam
bukanlah hal yang ringan, karena kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak
pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak di satu sisi, dan suatu kewajiban
di sisi lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan aspek hukum yang ada, sehingga
di dalam hukum, jika suatu perbuatan memiliki pengaruh atau akibat yang
terkait dengan hukum disebut dengan perbuatan hukum, termasuk dalam hal
ini adalah perjanjian.

Perjanjian pada hakikatnya dilakukan oleh dua belah pihak atau
lebih, hal ini juga sejalan dengan pengertian perjanjian yang tercantum dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, perjanjian adalah persetujuan
(tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang

masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan

2 QS. al-Maidah (5): 1. Departemen Agama RI, Al-Qur anulkarim : Terjemah Per-kata (Jakarta:
Sygma, 2007), 106.

$QS. Al-Isra’ (17) : 34. Departemen, Al-Qur ‘anulkarim, 285.

* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai
Pustaka, 1989), 351.



tersebut, yang berarti bahwa perjanjian dapat menyetuh berbagai aspek dalam
kehidupan sehari-hari.

Abdul Aziz Muhammad Azzam berkata setiap apa yang diikatkan
kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib karena makna asal dari
akad adalah ikatan lalu dialihkan kepada makna sumpah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kewajiban dan keharusan yang
harus dipenuhi atau direalisasikan atas perjanjian atau janji yang telah
dilakukan, diucapkan oleh satu pihak atu kedua belah pihak.

Manusia dalam bersosial pasti pernah melakukan janji, seperti
halnya janji ingin memberikan sesuatu terhadap sesama manusia, janji
terhadap Allah atau sering disebut Nazar.

Pemberian atau hibah merupakan ajaran Islam yang mengatur
tentang bagaimana kita sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dengan
yang lain. Pemberian banyak dijelaskan dengan berlandaskan dari al quran
dan hadis-hadis ahkam. Hal itu di karenakan masalah muamalah merupakan
bidang yang amat lebar, yakni sama luasnya dengan aktivitas kehidupan
keduniaan kita sehari-hari.

Dalam hubungan ini, maka Islam telah memberikan dasar-dasar yang
kuat sebagai pegangan yang tidak akan menghambat manusia itu
berkreativitas sepanjang tidak menyalahi dasar-dasar syariat, termasuk
pemberian yang merupakan aktivitas yang bernilai positif sebagai pemererat

tali silaturrahmi.®

> Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru, 1992), 306.



Pemberian merupakan taga>rrub (mendekatkan diri) kepada Allah
Swt. mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan kesetiakawanan
dan kepedulian sosial.

Secara terminologi pemberian berarti yang dilakukan secara
sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt. tanpa mengharapkan
balasan apapun.® Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang
lain berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya.

Dalam terjemahan fath}ul mu’i>n diterangkan pemberian adalah
menjadikan hak suatu barang yang sudah di jual menurut kebanyakan “atau”
piutang dari orang yang ahli taba>rru’ dengan tanpa imbalan.”

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah pemberian itu
berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa
mengharapkan imbalan dan jasa. Memberikan tidak sama artinya dengan
menjual atau menyewakan.

Maka pemberian merupakan suatu akad atau perjanjian yang
menimbulkan hak untuk dimiliki yang diberikan tergantung pada adanya
perjanjian tersebut. Akad sendiri adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai
pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat
hukum pada objeknya.®

Suatu akad apabila telah memenuhi rukunnya, serta syarat

terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang

® Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,
1996), 540

7 zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, Terjemahan Fath}ul My ’i>n Jilid 11,

(Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1994), 895

® Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),97.



karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah
mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali
persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. °

Inisiatif memberi itu harus datang atas kemauan sendiri dengan
penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena ada salah satu
prinsip utama dalam transaksi dibidang kehartabendaan, orang yang dipaksa
memberikan sesuatu miliknya bukan dengan ikhtiarnya sudah pasti perbuatan
itu tidak sah.™

Objek akad merupakan rukun ketiga dalam akad perjanjian, dalam
semua sistem hukum objek merupakan sasaran yang hendak di capai oleh
para pihak melalui penutupan akad.™ Apabila tidak ada objek, tentu akadnya
menjadi sia-sia dan percuma.

Permasalahan saat ini tentang akad perjanjian pemberian semakin
banyak macamnya salah satunya seperti kasus, pasangan H. Asli Syahrani
(Alm) dan Hj. Aisyah (istri 1), Hj. Sahlia (istri 2). Dari istri pertama tidak
dikarunia seorang anak tetapi memiliki anak angkat bernama Bardaniah (35
tahun) dan Rizky Masli (23 tahun), dari istri kedua dikaruniai 2 orang anak
bernama Ikram Abdurrahman Masli (14 tahun) dan Aidina Azizah (14 tahun).

H. Asli Syahrani mempunyai CV bernama Aidina dan memiliki
beberapa lahan pertanahan di Samarinda, Alm H. Asli mempunyai saudara
seayah bernama Asnan. Pada tahun 1999, H. Asli menyatakan kepada Asnan

bahwa ia akan memberikan sebuah bangunan rumah dan menghibahkannya

¥ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 79.
0 Hilmi Karim, Figih, ..., 77.
1 samsul Anwar, Hukum Perjanjian,...,190.



kepada Asnan. Akan tetapi, bangunan rumah tersebut belum dibangun hingga
H. Asli meninggal dunia pada bulan Januari tahun 2013. Pada bulan Agustus,
Asnan menemui ahli waris H. Asli dan menuntut pemberian yang dijanjikan
oleh H. Asli. Namun, ahli waris menolak untuk memberikan janji pemberian
dikarenakan tidak ada bukti tertulis dan saksi dalam perjanjian tersebut.?
Asnan tetap memaksa untuk menuntut janji pemberian tersebut
bahkan mengancam keluarga ahli waris H. Asli. Demi menghindari terjadinya
hal-hal yang tidak diinginkan, keluarga almarhum H. Asli akhirnya
memberikan hibah tersebut meskipun tidak berbentuk rumah tetapi berupa
tanah. Namun, Asnan yang memilih sendiri tanah yang akan dihibahkan

kepadanya yakni bertempat di Banggres dengan ukuran 20x60 m?.*®

Hal ini yang menjadi menarik untuk diteliti dan juga akan dibahas
pada bab selanjutnya. Oleh karena itu disusunlah penelitian ini dengan judul
”Analisis Hukum Islam Terhadap Akad perjanjian Pemberian Tanah di Desa

Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa
masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat
diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Undang — undang tentang akad.

2. Macam — macam tentang akad perjanjian.

'2 Aisyah (Istri pertama), Wawancara, Samarinda 10 Oktober 2016
13 H
Ibid



3. Objek sahnya suatu akad perjanjian.

4, Syarat sahnya akad perjanjian.

5. Faktor — faktor yang melatarbelakangi akad perjanjianpemberian
tanah.
6. Akad perjanjian pemberian tanah di Desa Sungai Pinang Dalam

Kecamatan Sungai Pinang Samarinda.
7. Analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian pemberian tanah di
Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda.
Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu dijelaskan batasan
dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar
terfokus dan terarah. Maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji

sebagai berikut:

1. Akad perjanjian pemberian tanah di Desa Sungai Pinang Dalam
Kecamatan Sungai Pinang Samarinda.
2. Analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian pemberian tanah di Desa

Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji
antara lain adalah:
1. Bagaimana akad perjanjian pemberian tanah di Desa Sungai Pinang

Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda?



2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian pemberian
tanah di Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang

Samarinda?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran
hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah
dilakukan oleh peneliti sebelumnya™® menuntun peneliti dalam menuju arah
dan pembentukan teoritis dan mengklarifikasi ide penelitian yang akan
dilakukan>.

Dengan tujuan agar tidak ada duplikasi/plagiasi dalam penelitian
yang akan dilakukan. Posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan
guna menemukan celah yang belum terbahas pada beberapa penelitian
sebelumnya, antara lain:

1. Tugas Akhir yang ditulis oleh Husni Fauzan dengan judul: Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Barang Hibah Yang Dimanfaatkan Oleh Pemberi
Hibah (Studi Kasus Kecamatan Randudongkol Kabupaten Pemalang).
Fakultas Syariah Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah UIN Walisongo 2016.

Skripsi ini tentang kasus seorang ayah yang memberikan hibah
berupa tanah sawah di Desa Karangmoncol kepada ketiga anaknya. Akan
tetapi pemberi hibah memanfaatkan tanah hibah tersebut sebagai barang

jaminan hutang piutang untuk kepentingannya sendiri. Hasil penelitian ini

' Zainal Arifin, Metode Penelitian Pendekatan, (Surabaya: Lentera Cendelia, 2008), 42.
> Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian-Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah
demi Langkah Pelaksanaan Penelitian, (Yogyakarta: Graha limu, 2010), 119.



menyimpulkan pemanfaatan tersebut menimbulkan madharat bagi anak-
anaknya, sebaiknya pemanfaatan tersebut tidak langsung dilakukan tetapi
pemberi hibah harus mencari terlebih dahulu alternatif yang lain.*®

2. Skripsi yang ditulis olen Alya Nurhafidza dengan judul: “Perjanjian
Perkawinan Menurut Hukum Islam”. Fakultas Hukum Universitas
Lampung 2016 .

Hasil penelitian dan pembahasan menentukan eksistensi perjanjian
perkawinan dalam Hukum Islam adalah diperbolehkan. Keberadaan
perjanjian perkawinan diharapkan membantu suami dan istri dalam
meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban dan hak
mereka. Syarat melaksanakan perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam
adalah substansinya tidak boleh melanggar ketentuan hukum dan agama
yang berlaku. Prosedur pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut
Hukum Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) masing-
masing wilayah. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian
perkawinan menurut Hukum Islam yaitu para pihak yang terlibat terikat
dan wajib melaksanakan perjanjian tersebut.*’

3. Skripsi yang ditulis oleh Hikmatul Maghfiroh dengan judul: “Analisis
Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Garapan
Kebun Karet”. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah UIN

Surabaya 2014.

'® Husni Fauzan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barang Hibah Yang Dimanfaatkan Oleh
Pemberi Hibah”. (Studi Kasus Kecamatan Randudongkol Kabupaten Pemalang). (Skripsi--UIN
Walisongo), 2016.

ot Alya Nurhafidza, (“Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam”). (Skripsi--Universitas
Lampung), 2016 .
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pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet jika
penggarapan kebun mendapatkan hasil maka pembagian hasil dibagikan
kepada semua pihak, dengan nisbah bagi hasil pihak pertama 1/3 bagian
dan pihak kedua 2/3 bagian dari hasil yang didapat. Sedangkan apabila
penggarapan kebun tidak menghasilkan apa-apa maka kedua belah pihak
tidak mendapatkan bagian apa-apa. Berdasarkan hasil penelitian
pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet tersebut tidak
bertentangan dengan hukum Islam ataupun hukum adat daerah setempat,
karena pelaksanaan bagi hasilnya tidak merugikan salah satu pihak serta
sesuai dengan perjanjian bagi hasil dalam konsep musagah.'®
Dari ke tiga judul skripsi di atas penulis berpendapat, bahwa judul
yang skripsi tulis berbeda dengan skripsi sebelumnya. Sehingga judul:
“Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pemberian Tanah di Desa
Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda” merupakan

hasil karya penulis sendiri dan belum pernah dibahas sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai beberapa

tujuan dari penelitian. Antara lain adalah:

¥ Hikmatul Maghfiroh, (“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
Tanah Garapan Kebun Karet”), (Skripsi---UIN Surabaya), 2014.
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1. Untuk mengetahui akad perjanjian pemberian tanah di Desa Sungai
Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian
pemberian tanah di Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang

Samarinda.

Kegunaan Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai
tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara
teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian

ini adalah:

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangasih informasi
dan perbendaharaan khazanah keilmuan dalam bermuamalah,
khususnya tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad
perjanjian pemberian tanah di Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan
Sungai Pinang Samarinda.

b. Menambah perbendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan hukum
Islam dalam bidang Muamalah.

2. Praktis
a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan

perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat yang pada
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tema yang sama dan dapat memberi kontribusi pemikiran kepada
masyarakat, khususnya kepada peneliti yang berkaitan pelaksanaan
perjanjian pemberian tanah yang tidak bertentangan dengan syariat
Islam.

b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam kegiatan

akad perjanjian pemberian tanah.

G. Definisi Operasional
Untuk mempermudah memahami judul skripsi ini, penulis akan
menguraikan maksud dari variabel penelitian tersebut. Adapun yang perlu

dijelaskan dalam definisi operasional tersebut adalah:

1. Hukum Islam : Hukum yang bersumber dari Al
quran, hadist, ijtihad, dan pendapat
para ulama yang berkaitan dengan
masalah  hibah dan KHES
(Kompilasi  Hukum  Ekonomi
Syariah dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang relevan
dengan pembahasan).

2. Akad Perjanjian PemberianTanah :Adalah akad perjanjian pemberian
tanah yang dilakukan H. Asli dan
Asnan yang di lakukan semasa

hidupnya dan sampai meninggalnya
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janji pemberian tanah tersebut belum
terwujud dan Asnan menutut kepada
ahli  waris H. Asli dan ini
berimplikasi pada penyerahan
perjanjian yang dilakukan oleh ahli
waris setelah meniggalnya pemberi

janji

H. Metodologi Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode
sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yakni
penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar
terjadi terhadap akad perjanjian pemberian tanah yang terjadi di desa
Sungai Pinang Dalam Samarinda.'*Selanjutnya, untuk dapat memberikan
deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis.
Langkah-langkah tersebut terdiri atas: data yang dikumpulkan, sumber

data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

2.Data Yang Dikumpulkan
Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka

data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

¥ Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.
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a. Data tentang desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang
Samarinda.
b. Data tentang terjadinya akad perjanjian pemberian tanah di Desa
Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda.
3. Sumber Data
Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan
penelitian lapangan (field reseach) yang memfokuskan pada kasus yang
terjadi di lapangan (Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang
Samarinda) dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada seperti
sumber dari kepustakaan maupun dari subyek penelitian sebagai bahan
data pendukung. Adapun Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari
beberapa sumber data sebagai berikut:
a. Sumber Primer
Sumber primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan dan
dari sumbernya. Dalam hal ini data diperoleh peneliti dengan cara
melakukan pengamatan dan wawancara. Sumber data yang utama
yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan
keluarga ahli waris, perangkat desa dan tokoh masyarakat.?
b. Sumber Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder
merupakan data pendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap

data primer, mengingat data primer merupakan data praktik dalam

20 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2013),106
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lapangan.?! Karena penelitian ini merupakan penelitian yang tidak
terlepas dari kajian hukum Islam, maka penulis menempatkan
sekunder data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai
sumber data sekunder. Adapun buku-buku atau literatur yang menjadi
sumber data sekunder dalam skripsi ini meliputi:
1. Wahbah al-Zuhaili, Figh Islam Wa>dillatuhu
2. Sayyid Sabiqg, Figh Sunnah Jilid XI
3. Zainudin bin Abdul Aziz al-Maliba>ri al-Fana>ni, Terjemahan
Sfath}ul mu'i>n Jilid 11
4. Abd. Shomad, Hukum Islam
5. Nasroun Haroen, Figh Muamalah
6. Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara
Data yang sudah dikumpulkan di atas kemudian diolah.Dalam
hal ini penulis menggunakan teknik wawancara yaitu suatu bentuk
komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna
memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada
subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan

guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan

2! Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 33
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sebagai bahan laporan penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan
dengan Kepala Desa, Staff, penduduk masyarakat, para tokoh Agama

Masyarakat, pelaku hibah dan ahli waris.

b. Studi Dokumentasi
Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis, seperti
buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.?
Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti
dapat memperoleh bagaimana tentang akad perjanjian pemberian tanah
di Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan sungai Pinang Samarinda.

5. Teknik Pengolahan Data
Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data
umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

a. Organizing yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah
diperoleh dalam rangkaian yang sudah direncanakan sebelumnya.
Sehingga memperolen gambaran akad hibah tanah di Desa Sungai
Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda.

b. Editing yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi
pustaka, dokumen, wawancara, dan kuensioer, sudah dianggap lengkap,

relevan, jelas tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

??Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.
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c. Analyzing yaitu menganalisis data yang telah tersusun secara sistematis

untuk memperoleh kesimpulan tentang akad hibah tanah di Desa

Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda.?

6. Teknik Analisis Data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian

dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamanati dengan metode yang telah ditentukan.

a.

Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan
serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk
mengetahui gambaran tentang akad perjanjian pemberian tanah di
Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda.

Pola Pikir Induktif, dalam penelitian ini penulis menggunakan pola
pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta
yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan
pemecahan persoalan yang bersifat umum.?* Fakta-fakta yang
dikumpulkan adalah dari kasus-kasus dan belum ada mekanisme yang
mengatur. Dari pengumpulan kasus-kasus dan hasil wawancara
dengan Ahli waris dan keluarga, penulis mulai memberikan

pemecahan persoalan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

ZMuhammad Abdulkadir, Hukum dan penelitian hukum, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti,

2004), 91

? Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.
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Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa
yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika
pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Dalam bab ini, penulis
cantumkan beberapa subbab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan
batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang landasan teori akad perjanjian, akad
menurut Islam yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi yang
meliputi pengertian akad perjanjian, landasan syarak perjanjian, syarat dan
rukun akad serta berakhirnya suatu akad perjanjian. Dan landasan teori
pemberian , pengertian pemberian , syarat dan rukun pemberian.

Bab ketiga merupakan uraian tentang data laporan hasil penelitian,
Dalam bab ini akan membahas tentang profil keadaan Desa Sungai Pinang
Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Samarinda, letak geografis, kesejahteraan
dan keadaan sosial, keadaan ekonomi, Agama, struktur organisasi
kepengurusan Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang
Samarinda, deskripsi akad perjanjian pemberian tanah, latar belakang
terjadinya perjanjian pemberian tanah tersebut.

Bab keempat, merupakan bab yang menganalisis lebih mendalam

mengenai analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian pemberian tanah
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yang terjadi di Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang
Samarinda.
Bab kelima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang

berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



